Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha grosir, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di , Kabupaten Deli Serdang,
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai PT. Sucofindo,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di , Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11
Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor #0001#, tanggal
11 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan

Tergugat tanggal 21-07-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

xxxx Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxx/117/VI1/2000 tertanggal 21-07-2000;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (bada dukhul), dan selama menikah
awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik
orang tua Penggugat. Kemudian tinggal bersama di rumah bersama di
Pasar IV barat, Marelan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan
Kapten Sumarsono, Jalan Karya Ill, Gang Malvinas, Dusun |, Desa
Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama: ;

a. Anak |, laki-laki, lahir pada tanggal 13-05-2001;

b. Anak Il, perempuan, lahir pada tanggal 06-11-2004;
Saat ini kedua anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak awal tahun 2015
sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara
terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena: ;

a. Terguggat seorang yang egois sehingga masalah kecil diperbesar

oleh Tergugat;

b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat

dengan Penggugat;

c. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama sampai 2

bulan lamanya;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mendiamkan Penggugat
dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir bulan Agustus 2018 hingga saat ini
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan
Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tua
Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat telah tinggal
bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
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8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 6 bulan

lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat

tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak
menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang

kali berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat di sidang Pengadilan Agama,;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

C. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
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datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;
A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang Nomor 471/117/V11/2000 tanggal 21 Juli
2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P.);
B. Bukti saksi :

1. Nama Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Karya I,
Nomor 15, Dusun |, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli

Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah
suami Penggugat (menantu saksi) ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang
lalu, yang tanggal dan bulannya saksi lupa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
pada awalnya dirumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat
dan Tergugat dirumah kontrakan di Jalan Kapten Sumarsono Desa
Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sampai
dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada
awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya, namun sejak tahun 2015 yang sudah mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Austus 2018
yang lalu yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah, disebabkan
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lama
setelah itu Penggugatpun pergi meninggalkan kediaman bersama
dan pulang kerumah saksi ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah
tangga, Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangga,
Tergugat egois selalu mau menang sendiri dan Tergugat sering pergi
dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan lamanya,;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan
Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan
Agustus 2018 yang lalu yang sampai saat ini sudah lebih kurang
selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah
berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat
dan Tergugat;
2. NamaSaksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan
usaha warnet, di Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Karya Ill, Nomor 15,
Dusun |, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah

suami Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang
lalu, yang tanggal dan bulannya saksi lupa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
pada awalnya dirumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat
dan Tergugat dirumah kontrakan di Jalan Kapten Sumarsono Desa
Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sampai
dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada
awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya, namun sejak tahun 2015 yang sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Austus 2018
yang lalu yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah, disebabkan
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lama
setelah itu Penggugatpun pergi meninggalkan kediaman bersama
dan pulang kerumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah
tangga, Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangga,
Tergugat egois selalu mau menang sendiri dan Tergugat sering pergi
dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan lamanya;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan
Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan
Agustus 2018 yang lalu yang sampai saat ini sudah lebih kurang
selama 7 bulan;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi;
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- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

sudah berusaha  menasehati dan mendamaikan Penggugat dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi

tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat
tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada
berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatan
nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam
untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
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dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) dan dalil syar'i

' 1t. o ) i L~ ‘ ;
A3 Y Ik 50 ot o o) 86 0 £ ) £ 0

| e | e

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an |l : 405) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di
persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak
hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum, oleh karena oleh karenannya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

pemeriksan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke
persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat
tersebut adalah dari sejak awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak pernah rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana
diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 4.
sampai dengan point 10;
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Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk
datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan
patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang
dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup

alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 21-07-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 471/117/V11/2000
tertanggal 21-07-2000;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat
ternyata bahwa antara Penggugat dengaan Tergugat sudah terikat dalam suatu
perkawainan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan
dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-

nazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam
dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(vide pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti
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tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan

menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan
keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi
tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian,
maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai
nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat
tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka
sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua

orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi
di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke
persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2015 yang lalu antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang disebabkan karena disebabkan karena masalah
ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah
tangga, Tergugat egois selalu mau menang sendiri dan Tergugat sering
pergi dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan lamanya,
dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat dan

pergi meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
yang sampai sekarang ini sudah lebih 7 bulan lamanya;

- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi
tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

sebagai berikut :

w9 Ol da> g 8390 pSin J2zg led! lgiSaui Blojl aSumiil o o8) 815 Of ais] yog
095y poi) cuy Y s,

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

30l ol e b lo235) ezl it p3e £35d 135
Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat
memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan

talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim
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bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak
mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah
tangganya sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan kembali,
mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan
menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami
isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan
Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya
pada petitum huruf ¢ tentang hak asuh anak yang bernama Abidzar Sahfiqqgal

maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
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kepada Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 456. 000,00 (Empat ratus lima puluh
enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 18 Sya ban 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Emmahni, SH., MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. EImunif Emmahni, SH., MH.
Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 360.000,00,
Biaya Redaksi : Rp  10.000,00,-
Biaya Materai . Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 456.000,00,
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
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